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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan organisasi, semakin 

merubah dunia birokrasi kearah yang lebih modern. Perubahan ini ditandai 

dengan semakin banyaknya implementasi manajemen sumber daya manusia 

dari sektor privat yang diadopsi oleh dunia birokrasi. Beberapa contohnya 

adalah sistem merit, pemetaan gap kompetensi, asesmen kompetensi, balance 

scorecard, manajemen talenta, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dianggap 

sebagai kesiapan dunia birokrasi untuk bersaing secara SDM dengan segala 

kemajuan dan perkembangan zaman. Salah satu yang saat ini gencar 

digalakkan adalah penguatan sistem merit di lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah (KLID), dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1 yang 

mendefinisikan sistem merit sebagai sebuah kebijakan dalam manajemen ASN 

yang berlandaskan pada kinerja, kualifikasi, dan kompetensi, yang diterapkan 

secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Yang artinya sistem merit 

dianggap sebagai bentuk keadilan karena benar - benar melihat kepada 

kompetensi pegawai tanpa melihat latar belakang dari pegawai tersebut. Tindak 

lanjut dari sistem merit yang salah satunya dalam bentuk pelaksanaan 

manajemen talenta di KLID.  

Sampai dengan saat ini, manajemen talenta di birokrasi masih dianggap 

sebagai cara yang terbaik untuk memperoleh pegawai - pegawai terbaik dalam 

pengisian jabatan di sebuah organisasi. Dalam siklus manajemen talenta, 

dimana termasuk di dalamnya terdapat asesmen atas kompetensi manajerial, 

memberikan sebuah harapan bahwa pimpinan – pimpinan yang dipilih telah 

memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki sebuah 

jabatan. Seleksi calon talenta secara administrasi harus memenuhi 2 (dua) 

syarat utama, yaitu memenuhi syarat kompetensi manajerial dan kompetensi 
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teknis. Kompetensi teknis diukur melalui pemenuhan kompetensi teknis sesuai 

dengan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ) sedangkan penguasaan 

kompetensi manajerial dibuktikan dengan hasil asesmen. Hingga saat ini 

standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah kamus kompetensi 

manajerial, sedangkan untuk kompetensi teknis diserahkan kepada 

Kementerian/Lembaga masing – masing. Penguasaan kompetensi manajerial 

dalam dunia birokrasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kinerja 

efisien dan efektifitas lembaga-lembaga pemerintahan. Di tengah kompleksitas 

tugas administratif dan kebijakan yang melibatkan proses yang sering kali 

rumit dan beragam, kompetensi manajerial menjadi pondasi utama bagi 

pemimpin di birokrasi untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana, 

memimpin dengan kepemimpinan yang kuat, dan mengarahkan jalannya 

kebijakan publik. Keterampilan seperti pengambilan keputusan strategis, 

manajemen perubahan, koordinasi yang efisien, serta transparansi dan 

akuntabilitas, menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang 

responsif, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan yang 

terus menerus. Penguasaan kompetensi manajerial oleh para pemimpin di 

birokrasi membuka jalan bagi terciptanya kebijakan yang lebih berkualitas, 

pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. 

Kementerian Keuangan sebagai salah satu Kementerian yang telah 

menerapkan manajemen talenta, baik sebagai pemetaan talenta dan pengisian 

jabatan, seluruh prosedur dan tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan acuan 

dan pedoman yang ada. Dalam pelaksanaan tahapan manajemen talenta di 

Kementerian Keuangan, pegawai dapat diusulkan menjadi calon talenta jika 

memenuhi 2 (syarat), yaitu memenuhi nilai asesmen terhadap kompetensi 

manajerial dan memenuhi nilai kompetensi teknis. Untuk kompetensi teknis, 

dikarenakan belum semua jabatan di Kementerian Keuangan memiliki Standar 

Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ), maka untuk pemenuhan standar 

kompetensi ini, digunakan hasil penilaian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 
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Sedangkan dalam asesmen kompetensi manajerial, pada kegiatan ini 

melibatkan asesor SDM dan Assessment Center Kementerian Keuangan. 

Adapun yang dapat dipilih menjadi calon talenta adalah pegawai yang berada 

Kotak 9 (box 9). Selain pemetaan kompetensi, selama proses manajemen 

talenta berlangsung, calon talenta didampingi oleh mentor yang ahli dibidang 

teknis pekerjaan (Subject Matter Experts/SME) sehingga diharapkan ketika 

talenta terpilih untuk menduduki sebuah jabatan/promosi, talenta dimaksud 

akan dapat langsung beradaptasi dengan pekerjaan di jabatan barunya. 

Dalam rencana strategis kementerian yang kemudian diturunkan 

menjadi rencana kerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 

IKU Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan, dimana salah satu komponen 

pengukurannya adalah pelaksanaan kegiatan asesmen dan asesmen ulang untuk 

pejabat yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti asesmen/asesmen ulang. 

Hal ini kemudian menjadi amanat untuk seluruh unit Eselon I di Kementerian 

Keuangan untuk melaksanakan asesmen/asesmen ulang secara rutin tiap 

tahunnya yang kegiatan ini diatur lebih lanjut dalam dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 504.1/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Penilaian 

Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa re-assessment 

diantaranya dilaksanakan untuk pejabat/talenta yang telah mengikuti penilaian 

kompetensi minimal 3 tahun setelah penilaian terakhir. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk pengawasan dan quality control bahwa pejabat/talenta di 

Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan 

terhadap kompetensi manajerial sosial kultural dan teknis para pegawainya. 

Selain manajemen talenta, sebagai wujud pelaksanaan dari 

ditetapkannya, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Kementerian Keuangan juga 

telah menggiatkan Program Pengarus Utamaan Gender (PUG). Dasar 

pelaksanaan PUG di Kementerian Keuangan adalah dengan ditetapkannya 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman 
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Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. Tujuan dari PUG di Kementerian Keuangan antara lain untuk: 

1. Menjamin bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian 

Keuangan bersifat adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki 

2. Menjamin kelangsungan, pelestarian, dan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan Program Unggulan Kementerian Keuangan 

3. Menjamin bahwa semua personel di Kementerian Keuangan memahami 

konsep, prinsip, dan strategi Program Unggulan Kementerian Keuangan 

dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangan Kementerian Keuangan. 

Sedangkan untuk sasaran PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah  

1. Integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, 

program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

2. Penyelarasan perspektif gender ke dalam budaya internal Kementerian 

Keuangan, dengan tujuan menciptakan budaya organisasi yang sensitif 

terhadap isu-isu gender. 

Dengan ditetapkan PMK tersebut menandakan bahwa pimpinan Kementerian 

Keuangan serius berkomitmen dalam kegiatan pengarusutamaan gender. Dari 

Program PUG yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, telah 

diraih penghargaan sebagai berikut 

1. Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama (2009) 

2. Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya (2010 & 2011) 

3. Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Utama (2012 & 2013) 

4. Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor (2014, 2016, 2018 dan 

2023) 

Meskipun berbagai penghargaan telah diraih oleh Kementerian Keuangan, 

namun Kebijakan PUG perlu terus didorong. Beberapa inovasi maupun 

penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender antara lain adalah: 
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penyediaan ruang Laktasi, parkir prioritas, childcare, toilet terpisah antara 

laki-laki dan perempuan, tempat wudhu terpisah untuk laki-laki dan 

perempuan, jalur dan lift ramah disabilitas, ruang ramah anak dan lainnya. 

Sudah hampir seluruh unit kerja di jajaran Kementerian Keuangan 

menyediakan sarana dan prasaraa responsif gender tersebut.  

Biro Umum selaku unit Eselon II di Kementerian Keuangan dan 

memiliki peran sebagai unit kesekretariatan untuk Sekretariat Jenderal, juga 

telah melaksanakan seluruh program yang ada di Kementerian Keuangan, 

termasuk diantaranya manajemen talenta dan PUG untuk pegawai – pegawai 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan fungsi kesekretariatannya sendiri, 

berikut peran dari masing – masing Bagian di Biro Umum: 

1. Aset dan Keuangan: Bagian Keuangan, Bagian Rumah Tangga dan 

Bagian Manajemen BMN 

2. Organisasi: Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Komunikasi dan 

Bagian Kepatuhan Internal 

3. Administrasi dan Kepegawaian: Bagian SDM dan Bagian Administrasi 

Kementerian 

Secara struktur organisasi dan tata kerja Biro Umum dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Gambar 1 1 

Struktur Organisasi Biro Umum 

 

Berdasarkan struktur organisasi Biro Umum tersebut, terdapat 28 (dua puluh 

delapan) Subbagian, dimana 15 Subagian memiliki pimpinan laki – laki, 

sedangkan 13 Subbagian memiliki pimpinan perempuan. Adapun untuk 

detailnya sebagai berikut:  
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Table 1.1  

Daftar Subbagian di Biro Umum 

No Subbagian dengan Pimpinan 

Laki - laki 

Subbagian dengan Pimpinan 

Perempuan 

1.  Subbagian Pengelolaan 

Bangunan dan Lingkungan 

Subbagian Kepatuhan Internal I 

2.  Subbagian Pengelolaan 

Mekanikal dan Elektrikal 

Subbagian Tata Usaha Biro 

3.  Subbagian Pengelolaan Peralatan 

Operasional 

Subbagian Barang Milik Negara 

II 

4.  Subbagian Pengelolaan 

Keamanan dan Operasional 

Subbagian Barang Milik Negara I 

5.  Subbagian Pengelolaan Kinerja 

Organisasi 

Subbagian Komunikasi dan 

Publikasi 

6.  Subbagian Kepatuhan Internal II Subbagian Organisasi 

7.  Subbagian Data dan Dukungan 

Teknis 

Subbagian Jabatan Fungsional 

8.  Subbagian Barang Milik Negara 

III 

Subbagian Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

9.  Subbagian Tata Laksana Subbagian Perencanaan dan 

Mutasi Sumber Daya Manusia 

10.  Subbagian Pengelolaan Layanan 

Kesehatan Pegawai 

Subbagian Administrasi dan 

Budaya Sumber Daya Manusia 

11.  Subbagian Perbendaharaan II Subbagian Akuntansi dan 

Pelaporan 

12.  Subbagian Perbendaharaan I Subbagian Administrasi 

Perjalanan Dinas 

13.  Subbagian Penganggaran Subbagian Tata Usaha Pimpinan 

14.  Subbagian Kearsipan  
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No Subbagian dengan Pimpinan 

Laki - laki 

Subbagian dengan Pimpinan 

Perempuan 

15.  Subbagian Persuratan  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa komposisi pimpinan dengan jenis kelamin 

laki – laki dan Perempuan cukup seimbang.  

Dalam beberapa kesempatan mengikuti rapat pimpinan terbatas, 

menjadi perhatian khusus dari pimpinan dikarenakan adanya kekecewaan dan 

keluhan dari pimpinan unit Eselon I lain terkait kompetensi pejabat – pejabat 

yang telah menduduki jabatan. Menurut pimpinan, seringkali hasil asesmen 

dari pegawai yang telah menduduki jabatan, tidak sesuai dengan kinerja nyata 

dari pegawai – pegawai tersebut. Berdasarkan concern tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian bagaimanakah persepsi pegawai yang menjadi bawahan 

terhadap kompetensi manajerial atasan langsungnya, kemudian dikaitkan 

dengan penguatan program PUG, penelitian ini juga akan mengukur 

kompetensi manajerial terhadap atasan laki - laki dan perempuan yang ada di 

Biro Umum Kementerian Keuangan.   

B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimanakan persepsi pegawai terhadap kompetensi manajerial 

pimpinan berdasarkan gender/jenis kelamin atasan? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kompetensi manajerial 

atasan laki – laki dan kompetensi manajerial atasan perempuan di Biro 

Umum?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Dapat diketahui persepsi pegawai terhadap kompetensi manajerial 

pimpinan berdasarkan gender/jenis kelamin di Biro Umum 

Kementerian Keuangan 

2. Dapat diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

kompetensi manajerial atasan laki – laki dan kompetensi manajerial 

atasan perempuan di Biro Umum 



9 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dari penelitian ini, dapat dihasilkan manfaat sebagai 

berikut 

1. Bagi Biro Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

saran bagi pengembangan kompetensi manajerial pimpinan, baik untuk 

jenis kelamin laki - laki maupun perempuan 

2. Untuk dunia akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menyumbangkan suatu kajian literatur mengenai kompetensi 

manajerial pimpinan yang berdasarkan jenis kelamin. 
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